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BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

FETUNJUK TEKNIS PEMEERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN

TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT

NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
LINGEKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat [2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian
(rapi, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawsai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Megara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan den ketentuan Pasal 10 ayat (2] Peraturan
Pemerinteh Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Faya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tenlara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Gaji Ketipa Belas
dan Tunjangan Hari Raya vang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Oionom Kabupaten dalem Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3387, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Ferubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daersh (Lembaran Negzra Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemeor 58, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomeor 3679);

3. Peraturan Pemerinieh Nomor 12 Tahun 2019 fentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Nomor 6233);



f.

Peraturan  Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tenlang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun
2018 tentang Pemberian Gaji, Pensian, atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajunt Tentara Nasional
Indonesia, Anggota HKepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara dan Penerima Pensiun  ateu Tunjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

Peraturan Pemernteh Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201% Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Recpublik
Indonesia Nomor 6349].

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubsh beberapa kali terakhir dengan Persturan Menteri
Dalam Negeri Nemeor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Kevangan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Selok MNomor [ Tahun 2018
tentang Anggaran Pendepatan dan Belanja Daerahh Kabupaten
Solok Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerash Kabupaten
Solok Tahun 2018 Nomor 10};

Memperhatikan: Telegram  dari Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor

188,21 /3889/3] tentang pembayaran gaji dan tunjangan
ketiga belas serla THR kepada PNSD, KDH/WEKDH, dan
Pimpinan/Anggola DPRD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN  BUPFATI  TENTANG PETUNJUK  TEEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI 3SIFIL, PEJABAT
NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAEILAN RAKYAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK.

BAB 1
KETENTUAN UMNMURI
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Sclok.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara
pemerintzhan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
vang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Solok.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sclok.

Sekretaris Daerah adalah Sckretaris Dagrah Kabupaten Solok.
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjuinya disingkat
Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Solok.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupali.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kelas
jabatan dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capalan
kinerja organisasi, dan capalan kinerja individu yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan atau tambahan penghasilan PNS yvang
diatur dengan Peraturan Bupati,

Tunjangan umum adalah tunjangan yvang khusus diberikan bagi PNS vang
tidak mendudulki jabatan struktural maupun fungsional.

Surat Perintah Membavar wyang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengmuna
Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dan Deokumen Pelaksanaan Anggsran atau dokumen lain yang
dipersamalkan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Dacrah selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanasan pengeluaran atas
beban APBD berdasarkan SPM.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitrl.

EBAE I1
PENERIMA GAJI EETIGA BEELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 2

Penerima Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang berasal dan

APBD adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil;

b. Bupati dan Walkil Bupati ;dan

c. Anggota DPRD.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. PNS wang ditempatkan atau ditugaskan di hngkungan Pemerintah
Daerah;

b. Calon PNS.

PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a tidak termasuk PN3

vang sedang menjalani cutl di luar tanpggungan negara atau vang

ditugaskan di luar instansi pemerintah Daerah yvang gajinya dibayar olch

instansi tempat penugasannya.

BAE III
PEMEERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA
Pasal 3

Gajl ketiga belas bagi PNS, Bupati dan Walil Bupati, dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan scbosar
penghasilan pada bulan Juni.
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Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima
karena berubahnya penghasilan, kepada wang bhersangkutan tetap
diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

Pasal 4

Tunjangan Han Raya secbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) vaitu
sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari
Haya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sehesar
penghasilan yang scharusnya diterima karena berubshnya penghasilan,
kepada yang bersangkulan tetzp dibenkan sehsih kekurangan Tunjangan
Hari Raya.
Pasal 5

(iajl dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1] dan

Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:

a. PN8 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau
tunjangan umum, dan tunjangan kinerja;

b. Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan
tunjangan jabatan;

c. Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan
keluarga dan tunjangan jabatan; dan

d. Calon PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum
dan tunjangan kinerja.

(xaji pokok, funjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau funjangan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan gaji pokolk,

tunjangan kehiarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a terdiri

dari:

a. turgangan jabatan strukiural; dan

b. tanjangan jabatan fungsional.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk

jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan,

tumjangan profesi atau  tunjangan khusus guru  atau  tunjangan

kehormatan, tambahan penghasilan bagl puru PNS, insentif khusus,

mnjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan

tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan

bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau penghasilan lamnm di luar scbagsimana

dimaksud pada ayat [2).

Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidak dikenakan

potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraluran

perundang-undangan.
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Tunjangan Kinerja dibayarkan penuh, tidak dikenakan potongan
berdasarkan absensi dan aktivitas kerja sebagaimana vang diatur pada
Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

(Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak
penghasilan  sesuai  kelentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah.

Pasal &

Dalam hal PN5S, Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD menerima lebih
dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1), maka
(Gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang
jumiahnya lebih besar.

Apabila PNS, Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD menerima lebih dari
satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang
dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal PNS, Bupati, Wakil Bupati, dan anggota DPRD sekaligus sebagai
Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda maka
diberikan gaji ketiga belas dan tunjangan har raya sekaligus gaji ketiga
belas dan tunjangan hari raya Penerima pensiun janda/ duda atau
Penerima tunjangan janda/duda.

Pasal T

Penerima gaji terusan dari PNS atau Bupati, Wakil Bupati dan anppota
DPED yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya
yaitu sebesar penghasilan 1 (safu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan
sebelum Hari Raya.

Penerima gaji dari PNS atau Bupati, Wakil Bupali dan anggota DPRD vang
dinvatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya wyaitu sebesar
penghasilan 1 {satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Rayva.

BARB IV
PEMBAYARAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 8

Pemmberian Gaji Keliga Belas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dibayarkan pada bulan Juni.

Dalam hal pembenan Gajn Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-
bulan berikutnya.
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Pasal 9

Tunjangan Harl Raya untuk PNS atau Bupati, Wakil Bupati, dan anggota
DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) har kerja sebelum tanggal
Harn Raya.

Dalam hal Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibavarkan setelah
tanggal Hari Rava.

Pasal 10

(1) Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada dokumen pelaksanaan
anpgaran saluan kera perangkat Daerah berkenaan.

(2) Terhadap Pembernian Gajt Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Rayva dilakukan

(L)

(2]

[3)
[4)

pembulalan sebagaimana mestinya.

Bapian Kedua
Mekanisme Pencalran
Pa=zal 11

Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas dan

Tunjangan Hari Rayva kepada Bendahara Umum Daerah.,

SPM Gagn Ketiga Belas dan Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat secars terpizsah dengan menggunakan jenis SPM:

a. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas;

b. =SPM Tumjangan Har Raya untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya;

o, oPM Gaj Ketiga Belas Pegawal Lainnya untuk pembayaran (aji Ketiga
Belas bagl pegawal lainnya; dan

d. SPM Tunjangan Han Raya Pegawai Lainnya untuk pembayaran
Tunjangan Harl Raya bagl pegawai lainnya.

SPM Caji Ketiga Belas dan SPM Tunjangan Hari Raya dibuat tersendiri

dan terpisah dari 8PM gajt bulanan.

Jenis SPM scbagaimana dimaksud pada ayat (2], termasuk digunakan

untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga

Belas dan Tunjangan Harn Raya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Penerbitan Sural Kelerangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang
mengalami mutas) pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji
Ketipga Belas dan Tunjangan Han Raya telah dibayarkan atau belum
dibayarkan.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar seliap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempalannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal

BUPATI SOLOK,

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

@’/
ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR



